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MOTO 

 

Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan 

kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang. (Imam syafi’i) 

 

Jangan pernah menyerah pada mimpimu, impian dapat menjadi kenyataan jika anda 

mempercayainya dengan sepenuh hati. (Walt Disney) 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Alhadulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa 

semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang 

sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai 

dan kusayangi : 

 

Ayahanda dan ibunda terkasih 

 

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, 

kupersembahkan kepada kedua orang tua ku ayahanda Zainal Muttaqin dan ibunda 

Tri Miliyanti, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi 

hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. 

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling 

berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita 

memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima 
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RINGKASAN 

 

Ahmad Rivaldi. Januari 2024. PERLINDUNGAN TERHADAP 

PEKERJA/BURUH  ALIH DAYA DENGAN STATUS PKWT DALAM 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 halaman. Pembimbing Utama: Rahmat 

Budiman, S.H., LL.M. 

 

Warga negara Indonesia senantiasa harus bekerja untuk mendapatkan penghidupan 

yang layak supaya mendapatkan kesejahteraan. Pekerjaan merupakan hal terpenting 

yang sangat melekat dalam kehidupan manusia karena dengan bekerja seseorang 

akan mendapatkan upah berupa gajih, jenjang karir. Salah sataunya adalah Pekerja 

alih daya, dibutuhkannya pekerja alih daya dalam suatu perusahaan yaitu bisa 

menghemat biaya dan bisa mengendalikan biaya operasional perusahaan, untuk 

meningkatkan kinerja dan juga memperbaiki kualitas pekerja, maka sangat 

diperlukannya jaminan hidup yang pasti dan layak didapatkan oleh seseorang yang 

dapat juga akan mengakibatkan peningkatan kualitas tenaga kerja yang ada dengan 

meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja yang harus sesuai dengan harkat 

martabat dan juga hak asasi manusia itu sendiri maka diperlukan perlindungan 

hukum terhadap pekerja/buruh tersebut. Perlindungan hukum terkait dengan waktu 

kerja bagi pekerja/buruh Dalam halnya peraturan seiring berjalannya waktu 

mengalami perubahan yang mana mengatur regulasi baru, mengubah regulasi lama, 

bahkan mencabut peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya.3 salah satu 

perubahan isi peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang terdapat pada pasal 59, perubahan 

peraturan tersebut diubah pada pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam Peraturan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pekerja/buruh 

PKWT paling lama 3 tahun kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 PKWT berubah paling lama 5 tahun sehingga hal tersebut harus lah 

dijamin kepastian hukumnya tentang peraturan mana yang akan digunakan untuk 

pekerja/buruh menggunakan peraturan nya. Dibutuhkanlah hubungan yang baik 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha menjadi lingkungan yang harmonis, 

adakalanya hubungan antar pekerja/buruh dengan pengusaha tidak berjalan dengan 

baik sehingga terjadinya pemutusan hubungan kerja. Salah satu nya pekerja/buruh 

alih daya, pekerja tersebut tidak diatur secara spesifik terkait dengan pemutusan 

hubungan kerja sehingga diperlukan kepastian hukum terkait dengan hak apa saja 

yang diperoleh pekerja/buruh alih daya terhadap pemutusan hubungan kerja. 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme perpanjangan kontrak 

kerja saat terjadinya pemutusan hubungan kerja dan mengetahui bagaimana 

perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh alih daya saat terjadinya pemutusan 

hubungan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian normatif Tipe penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum 
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yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum positif yang 

tertulis yang ada itu serasi satu sama lainnya. Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu 

mendapatkan saran atau pendapat mengenai apa yang seharusnya atau seyogianya 

dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah hukum yang 

akan diteliti Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundangan-

undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan 

regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, menggunakan bahan 

hukum peraturan Perundang-Undangan terkait dengan ketenagakerjaan, 

Menggunakan teknik pengumpulan bahan studi kepustkaan dan dengan pendekatan 

berpikir sistematis. 

 

Hasil penelitian ini memunjukan yang pertama yaitu bahwa Perpanjangan kontrak 

perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam halnya terjadi peralihan peraturan di 

ilmu hukum dikenal dengan 3 asas yang pertama asas lex superior derogat legi 

inferiori bermakna undang-undang  yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan 

undang undang  yang lebih rendah. Yang kedua asas lex posterior derogat legi priori 

bermakna undang-undang  yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang yang 

lama. Yang ketiga asas lex specialis derogat legi generali bermakna Undang-

Undang yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang yang umum. 

Sehinnga dalam kontek terjadi peralihan peraturan yang baru maka berdasarkan asas 

diatas maka menggunakan asas lex posterior derogat legi priori sehingga peraturan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak berlaku lagi 

dan menggunakan peraturan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian maka 

memperpanjang kontrak perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menggunakan 

peraturan Perundang-Undangan yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam peraturan 

pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2021  Tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan 

Hubungan Kerja, sehingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dianggap tidak berlaku lagi dikarenakan ada peraturan terbaru yang 

secara system hierarki nya sederajat. Diatur pada pasal 4 yang menyebutkan tentang 

perjanjian kerja didasarkan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu, 

jangka perpanjangan perjanjian kerja diatur dalam pasal 8 yang tidak lebih dari 5 

tahun. Hasil penelitian yang kedua yaitu dalam halnya pekerja alih daya harus diikat 

dengan perjanjian kerja untuk mendapatkan kepastian terhadap hak dan kewajiban 

pekerja/buruh alih daya diikat dengan ketentuan berdasarkan PKWT atau PKWTT, 

mencakup antara perlindungan hak pekerja/buruh yang timbul akibat perjanjian kerja 

tersebut. yang diperoleh perlindungan terhadap pekerja/buruh alih daya dengan status 

perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)  saat terjadi nya pemutusan hubungan kerja 

pekerja/buruh alih daya berhak untuk mendapatkan uang kompensasi. Pekerja/buruh 

alih daya setidaknya memiliki masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus 

menerus. Untuk besaran uang kompensasi  diatur dalam pasal 16 ayat 1 Peraturan 
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Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih 

daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. 

Pengusaha penyedia jasa alih daya lah yang berkewajiban untuk memberikan hak 

kompensasi kepada pekerja/buruh alih daya  
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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan mana yang digunakan untuk 

memperpanjang kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta untuk 

mengetahui hak-hak pekerja/buruh alih daya dengan status Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) dalam hal pemutusan hubungan kerja. Metode penelitian ini 

menggunakan metode penelitian normatif. Tipe penelitian ini adalah taraf 

sinkronisasi hukum peraturan perundang-undangan mengenai masalah yang akan 

diteliti. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan: Pertama, perpanjangan kontrak kerja 

saat terjadinya peralihan peraturan. Menurut asas lex posterior derogate legi 

Undang-Undang yang baru meniadakan peraturan yang lama dengan kedudukan 

hierarki yang sederajat maka peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dengan 

menggunakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 

Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu 

Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 8 menyebutkan bahwa jangka waktu 

paling lama 5 (lima) tahun dan apabila ingin diperpanjang ketentuan jangka 

waktunya tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun. Kedua pada saat terjadinya 

pemutusan hubungan kerja pekerja/buruh alih daya dengan status Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) maka, pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan uang 

kompensasi. Uang kompensasi diberikan kepada pekerja/buruh yang telah bekerja 

paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus. Perhitungan terhadap uang 

kompensasi diatur berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Pemerintah Nomor 35 

Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan 

WaktuIstirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 

 

Kata Kunci (keyword): perpanjangan kontrak, alih daya, PHK 
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